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Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds 
 

P U T U S A N 

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang 

majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK : xxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 10 Mei 

1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh 

Harian Lepas, Pendidikan SMP, beralamat di 

KABUPATEN KUDUS, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, NIK :xxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 29 

Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, dahulu 

berdomisili di KABUPATEN KUDUS, namun sekarang 

tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah 

mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 15 Mei 2024, 

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx  Kabupaten Kudus pada tanggal 

16 November 2019, Tercatat dalam  Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx 

tertanggal 16 November 2019; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka; 

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah 

tangga di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN 

KUDUS, selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan,  kemudian Penggugat dan 

Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan;  

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami 

istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan; 

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup 

rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2023, Tergugat tanpa 

pamit dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat, 

Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat 

sehingga tidak diketahui keberadaanya di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia; 

6. Bahwa sejak kejadian point 5 di atas, akibatnya antara Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1(satu) 

bulan yaitu bulan April 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan 

Agama Kudus; 

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada 

komunikasi lagi, serta Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat 

namun tidak ditemukan,  sehingga harapan Penggugat untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak 

dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat sudah berketetapan hati 

untuk cerai dengan Tergugat; 

8. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (g) atau setidak - tidaknya Tergugat telah 

melanggar taklik talak; 

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana surat 

keterangan Pemerintah Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus 

Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 13 Mei 2024, oleh karena itu mohon 

Penggugat untuk dibebaskan dari biaya dalam perkara inii; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, 

mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan Talak Khul’i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah); 

3. Membebaskan biaya dalam perkara ini; 

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); 

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang 

Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 63/LPBP/2024/PA 

Kds. tanggal 15 Mei 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari 

berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini 

dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan 

cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan melalui 

mass media sebagaimana relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang pertama 

pada tanggal 20 Mei 2024 dan yang kedua pada tanggal 20 Juni 2024 yang 

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya 

itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat 

yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 

10-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua 

Majelis;   

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 18 November 

2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Xxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan 

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan 

paraf Ketua Majelis;   

3) Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, 

Kabupaten Kudus pada tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi 

tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;  

4) Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, 

Kabupaten Kudus pada tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi 

tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;  

B.  Saksi: 

1.  saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat 

tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung  Penggugat  

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 

tahun 2019 ; 

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan  dan 

Tergugat berstatus Jejaka; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama 

menikah belum dikaruniai anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang 

lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

-  Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada 

pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi; 

-  Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang 

Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang 

Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada 

Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan 

Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat; 

- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam 

rumah tangganya; 

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat 

menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi memberikan nasehat kepada 

Penggugat; 

2.  SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat 

tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;   

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah yang menikah pada tahun 2019 ; 

 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan  dan 

Tergugat berstatus Jejaka; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat 

menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;  

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

belum dikaruniai anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui keadaaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang 

lalu yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada 

pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi; 

 Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang 

Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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 Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang 

Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada 

Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan 

Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan 

menghiraukan Penggugat; 

 Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam 

rumah tangganya ; 

 Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat 

untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;   

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam 

keadaan suci;  

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak  hadir di persidangan 

dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban 

dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang 

dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 karena kediaman Tergugat  tidak diketahui, oleh karenanya 

Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 

HIR., perkara ini diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, 

oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan 

alasan bahwa pada bulan April 2023, Tergugat tanpa pamit dan tanpa alasan 

yang jelas pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan 

kabar berita kepada Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaanya di 

Seluruh Wilayah Republik Indonesia, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat 

telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds 
 

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat 

dengan alasan pelanggaran ta’lik talak yaitu Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta 

telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., P.3. dan P.4. serta 2 

(dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik, telah 

bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan 

dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa 

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik, telah 

bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami 

isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 
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perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 November 2019;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara 

Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh 

karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara a quo;  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan 

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan 

Tergugat/ke-ghaiban Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 

HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa sekarang 

Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik 

Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan 

cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan 

diumumkan melalui  Radio Suara Kudus; 

Menimbang, bahwa bukti P.4., telah bermeterai cukup, bernazegelen 

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat 

sebagai orang tidak mampu, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat 

benar-benar warga tidak mampu dan berhak mendapatkan Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagaimana terdapat 
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dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ; 

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang 

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat 

yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus; 

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada 

tanggal 16 November 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Xxxx Kabupaten Kudus; 

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan  dan Tergugat 

berstatus Jejaka; 

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan sesaat 

setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; 

5. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia 

anak; 

6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan 
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selama kepergianya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau 

mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak memberi kabar bahkan 

tidak diketahui tempat tinggal dan keberadannya; 

7. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat 

dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil  

9. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut dan 

telah telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah); 

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk 

bersabar, akan tetapi tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa ta’lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad 

nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat, yang sewaktu-waktu dapat 

diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad 

untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan 

Penggugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, hal ini 

menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merasa tidak ada 

ikatan lahir batin lagi dalam perkawinan, sehingga rumah tangganya telah 

pecah; 

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, 

sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya 

mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan 

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka 

perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 

116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah suami melanggar ta’lik talak dan 

telah ternyata Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) 

tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang, 

dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak pernah 
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datang, tidak memberi nafkah dan tidak mengurusi Penggugat, oleh karena itu 

Tergugat telah terbukti melanggar ta’lik talak yang diucapkannya sesaat setelah 

akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 2 (dua) dan 4 (empat); 

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta’lik talaknya 

Nomor 2 (dua) dan 4 (empat), sedangkan Penggugat menyatakan tidak rela 

atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat 

membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka persyaratan 

diberlakukannya ta’lik talak Tergugat telah terpenuhi, sehingga gugatan 

Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 

huruf (g) Kompilasi Hukum Islam hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab 

Syarqawie alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi: 

  ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودهاعملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah 

talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya 

ucapan; 

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang 

sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Tergugat 

melalui Pengadilan Agama Kudus, dan selanjutnya uang iwadl tersebut untuk 

diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Amil Zakat Nasional untuk keperluan 

ibadah sosial ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap 

Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu 

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap 

Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 

maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas 

nama Penggugat, Nomor 63/LPBP/2024/PA Kds. tanggal 15 Mei 2024, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds 
 

Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan 

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kudus Nomor 

64/LPBP/2024/PA Kds. tanggal 15 Mei  2024,  tentang Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini 

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kudus tahun 

2024; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; 

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat 

(PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

5. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui 

DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2024. 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, 

S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan 

dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota 

 

  

 

Ketua Majelis 
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Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds 
 

Khaerozi, S.H.I., M.H. Sahril, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota 

  

 

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. 

 

 Panitera Pengganti 

  

 

Drs. Slamet Abadi 

Perincian Biaya Perkara 
1. PNBP 

a. Pendaftaran   : Rp. 0,00 
b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 0,00 
c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 0,00 
d. Redaksi   : Rp. 0,00 

2. Biaya Proses   : Rp. 0,00 
3. Biaya Panggilan   : Rp. 0,00  
4. Meterai   : Rp. 0,00 
   J u m l a h   : Rp. 0,00  

                (Nol rupiah). 
==================================================== 
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